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RINGKASAN 

 

 Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk 

membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh 

Undang-undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu Notaris dalam 

melakukan pekerjaanya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan 

tanggung jawab seperti  yang telah dinyatakan dalam Peraturan 

Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. J ika notaris melalaikan 

ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik, maka akta tersebut akan 

kehilangan keotentisitasannya dan hanya berlaku sebagai akta 

dibawah tangan saja. Atas pihak-pihak yang merasa dirugikan atas 

kelalaian notaris tersebut dapat mengajukan ganti rugi terhadap 

notaris yang bersangkutan. Dan apabila Notaris tersebut mengetahui 

bahwa isi  akta tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak, 

dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai syarat sahnya 

perjanjian maka ia wajib menjelaskan hal tersebut dan memberikan 

pendapat hukumnya supaya akta i tu bersifat  adil  dan tidak 

menguntungkan salah satu piha k saja. 

  

 Hak yang diperoleh ahli  waris yang berbeda agama dengan 

pewaris muslim salah  satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah 

dapat diberikan apabila ahli  waris terhalang mewarisi  karena mawani, 

seperti  perbedaan agama atau karena terhijab oleh ahl i  waris yang 

lain. Wasiat wajibah  dapat diperuntukkan atau dapat berlaku kepada 

saudara kandung yang non muslim, dan jumlah harta yang 

dikeluarkan lewat wasiat wajibah untuk saudara kandung non muslim 

ini adalah sama dengan bagian saudara kandung muslim ya ng 

sederajat,  dengan ketentuan tidak lebih dari  1/3 (sepertiga) harta 

peninggalan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 vii 

 

ABSTRAK 

Adanya penghalang tidak saling mewarisi  menurut hukum waris islam 

diantaranya adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli 

waris.  Perbedaan agama sebagai  penghalang untuk dapat saling 

mewarisi  dalam hukum kewarisan sesuai dengan muatan hadist 

memang sudah tidak bisa dirubah lagi, akan tetapi tentunya dalam 

perkembangan selanjutnya ketika realitas sosio kultural telah berbeda 

dengan masa pada saat hadist  i t u diturunkan hendaknya dibedakan 

dengan pembunuhan atau fitnah yang terbukti  atau diakui oleh 

pelakunya yang secara universal diakui dengan kejahatan terhadap 

manusia, sehingga apabila pelakunya dihukum tidak dapat mewarisi  

pewarisnya yang dibunuh, dianiaya, atau difitnah, maka tidak akan 

ada yang mengkritisi  bahwa hukum Islam tidak adil .  Perbedaan 

agama bukanlah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi 

menyangkut keyakinan akan kebenaran ajaran suatu agama yang patut 

dihargai dan dihormati oleh siapapun sebagaimana Islam telah 

mengajarkan demikian. Oleh sebab itu, apabila ahli  waris yang 

berbeda agama dengan pewarisnya yang muslim tidak mendapatkan 

bagian, maka hukum Islam akan dianggap sebagai hukum yang tidak 

adil .  Disebutkan didalam Al-Quran Surah al-Baqarah (2) ayat 180, 

yang artinya kalau seseorang tidak berwasiat maka kaum kerabat 

yang tinggal wajib untuk mngeluarkan sejumlah tertentu dari  harta 

warisan, yang mereka anggap layak untuk kaum kerabat yang tidak 

berhak mewarisi .  wasiat dalam hukum kewarisan adalah khusus 

diberikan kepada orang-orang yang tidak dapat mewarisi  karena 

sebab terhalang mewarisi  walaupun berbeda agama, apabila masuk 

Islam seorang kafir kemudian datang kepadanya kematian. Sementara 

kedua orang tuanya masih tetap kafir,  maka  kepadanya diharuskan 

untuk berwasiat untuk melunakkan hati  kedua orang tuanya, 

sebagaimana perintah Allah swt untuk senantiasa berbuat baik kepada 

kedua orang tua walaupun kedua -duanya tetap kafir.  Dari uraian 

diatas jelaslah bahwa kedua orang tua dan ker abat yang tidak bisa 

mewarisi  disebabkan karena adanya salah satu penghalang, apakah 

karena perbudakan, beda agama atau terhalang oleh ahli  waris lain, 

wajib diberi  wasiat,  apabila seorang muslim pada saat hidupnya tidak 

berwasiat.   
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  ABSTRACT  

The existence of the barrier are not mutually inherit  according to 

Islamic inheritance law are religious differences between the heir 

with the beneficiary. Religious differences as a deterrent for other 

inherited in accordance with the inheritance law charge Hadi th has 

indeed not be changed anymore ,  but surely in  the next when the 

reality of  the socio cultural has been different with M oslems at a 

t ime when it  should be distinguished by lowered murder or slander 

that is proven or recognized by the culprit  that univ ersally 

recognized with crimes against mankind, so that if the culprit was 

judged unable to inherit  his successors being killed, persecuted, or 

vilified, then there will  be no critiquing that Islamic law is not fair . 

Religious differences is not a crime against humanity but concerns 

the conviction of the truth of the teachings of a religion should be 

appreciated and respected by anyone as Islam has taught so . 

Therefore, if the heirs of a different religion with his successor that 

Muslims don't  get the part ,  then Islamic law would be considered 

unjust laws. Mentioned in the Qur'an Surah al -Baqarah (2) paragraph 

180, meaning that if a person does not make then relatives who lived 

to a certain number of issuing of inheritance, which they deem 

worthy to relatives who are not entit led to inherit  the . Wills in 

inheritance law was specifically given to people who can not inherit 

because of different religion hindered inherited though, if a Gentile 

converted to Islam later came to her death . While his parents were 

st i l l  Pagan, then it  is necessary to  make him to soften the hearts of 

both parents, as well  as the command of Allah swt to always do good 

to both parents even though they are both sti ll  heathen.  From the 

explanation above it  is clear that both parents and re latives who 

could not inherit  due to the presence of one of the barrier, whether 

because of slavery, a different religion or eclipsed by other 

compulsory heirs, given the will ,  when a moslem at the t ime of his 

l ife do not make.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk 

membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur 

oleh Undang-undang Jabatan Notaris.  J ika notaris melalaikan 

ketentuan-ketentuan mengenai akta otentik , maka akta tersebut 

akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya  berlaku sebagai 

akta dibawah tangan saja. Atas pihak -pihak yang merasa 

dirugikan atas kelalaian notaris tersebut dapat mengajukan 

ganti  rugi terhadap notaris yang bersangkutan.  Dan apabila 

Notaris tersebut mengetahui  bahwa isi  akta tersebut hanya 

menguntungkan salah satu pihak , mengenai syarat sahnya 

perjanjian maka ia wajib menjelaskan hal tersebut dan 

memberikan pendapat hukumnya supaya akta i tu bersifat  adil 

dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Atas t indakan 

yang dilakukan oleh notaris ini maka pihak yang merasa 

dirugikan tersebut dapat menuntut notaris tersebut atas 

pelanggaran perbua tan melawan hukum, yaitu adanya klausula 

yang bersifat  menguntungkan salah satu pihak saja tanpa 

adanya tindakan untuk melakukan penjelasan dari Notaris 

tersebut.  Undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris 

mengehendaki agar notaris mendapat acuan dalam menjalankan 
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tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk 

kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus 

bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya.  

2. Hak yang diperoleh ahli  waris yang berbeda agama dengan 

pewaris muslim salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat 

adalah merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara 

sukarela dari  seseorang kepada pihak lain yang  berlaku setelah 

orang tersebut meninggal dunia . Berwasiat bagi seorang 

muslim bukanlah suatu keharusan. Namun, Rasulullah SAW 

menganjurkan agar seseorang itu berwasiat yang baik, sebelum 

dirinya meninggal dunia.  Wasiat wajibah dapat diberikan 

apabila ahli  waris  terhalang mewarisi  karena mawani, seperti 

perbedaan agama atau karena terhijab oleh ahli  waris yang lain. 

Kewajiban bagi seseorang yang akan meninggal dunia untuk 

menyampaikan wasiat kepada ibu dan bapak atau kaum kerabat 

lainnya dapat ditemukan ketentuannya dalam Quran Surat. Al 

Baqarah ayat 180 .  Wasiat wajibah  dapat diperuntukkan atau 

dapat berlaku kepada saudara kandung yang non muslim, dan 

jumlah harta yang dikeluarkan lewat wasiat wajibah untuk 

saudara kandung non muslim ini adalah sama dengan bagian 

saudara kandung muslim yang sederajat ,  dengan ketentuan 

tidak lebih dari  1/3 (sepertiga) harta peninggalan.  
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B. Saran 

1. Demi menjaga keluhuran dan martabat Notaris, diharapkan 

agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai 

dengan ketentuan UUJN dan kode etik notaris. Hal ini 

dimaksudkan agar mampu memberikan pelayanan dan 

kenyamanan kepada setiap penghadap yang meminta 

dibuatkan akta otentik. Diharapkan pula Notaris teli ti , 

cermat dan tepat dalam teknik membuat akta dan penerapan 

aturan hukum yang tertuang dalam akta serta kemampuan 

menguasai keilmuan dibidang kenotarisan secara khusus dan 

hukum pada umumnya.  

2. Perlunya dilakukan revisi  terhadap Kompilasi  Hukum Islam, 

yang mana perlu ditambahkannya halaman dalam KHI 

tentang wasiat wajibah kepada saudara n on muslim. Karena 

disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

Tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman yang telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

menentukan bahwa Hakim wajib menggali ,  mengikuti dan 

memahami nilai -nilai  yang hidup dalam masyarakat.  Oleh 

karena itu hakim pengadilan agama harus berani menciptakan 

hukum baru, j ika diketahui ada pasal -pasal dalam hukum 

positif yang bertentangan dengan ketertiban, kepentingan 

umum dan kemaslahatan manusia.  
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